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BAB 1V

PENUTLP

1. Kesimpuian
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
A. Bahwa akta PPAT merupakan suatu akta otentik, dimana ciri
keotentikannya sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata serta secara tegas telah discbutkan dalam penjelasan umum angka
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
sebagai akta yang otentik. Dengan ditetapkannya akta PPAT sebagai akla
otentik, maka memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karcna dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat tidak hanya nagi kedua belah
pihak yang terikat dalam perjanjian tetapi juga mengikat bagi pihak ketiga.
Dalam hal suatu akta tidak dibuat dihadapan PPAT, maka akta tersebut
hanya sebagal surat yang tertulis bagi kedua belah pihak saja, tanpa
kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga mengenai perbuatan hukum yang
telah dilakukan serta tidak dapat dilakukan pendaftaran ke Kantor
Pertanahan untuk dicatatkan didalam sertifikatnya tanpa disertai dengan
akta PPA'l"
B. Bahwa batasan tanggung jawab hukum PPAT dalam menjalankan

tanggung jawab profesinya lerkail erat dengan ketentvan hukum yang
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berlaku dimana ketentuan tersebut harus dircalisasikan  dalam
pelaksanakannya secara hati-hati dan teliti dengan tidak mengabaikan
sumpah jabatan yang telah dilakukan scria kaidah moral yang tidak dapat
bogitu saja diabaikan. Seorang PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya
harus disertai dengan tanggung jawab dan kepercayaan diri yang penuh,
sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta siap
untuk bertanggunpjawab jika terjadi kesalahan baik yang disengaja
maupun yang tidak disengaja dalam setiap tindakannya.

C. Bahwa dalam hal terjadinya pemalsuan identitas dan keterangan yang
tidak benar yang telah diberikan oleh penghadap sehubungan dengan
pembuatan akta, maka PPAT yang bersangkutan dapat melakukan
pembelaan meskipun didalam ketentuan hukum tentang PPAT belum
diatur mengenai hal tersebut, dengan adanya jaminan kebenaran yang
diberikan oleh penghadap yang dimuat didalam akta tersebut sebagai akta
partij (akta para pihak) yang sesuai dengan kehendak/kctcrangan yang
telah diberikan dimana PPAT bukanlah pihak yang berwenang untuk
melakukan penyidikan atas kebenaran dan keashian dari identitas
penghadap, melainkan bertindak berdasarkan bukti materiil yang iclah
icngkap yang diberikan kepadanya. Apabila PPAT dituntut oleh pihak
ketiga yang merasa dirugikan ataupun diminta sebagai saksi dipengadilan
maka hal tersebut hanya sebatas dmintakan keterangan schubungan akta

vang dibuatnya;, disamping itu PPAT pun dapat meminta perlindungan
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hukum/upaya pembelaan kepada IPPAT sebagail suatu organisasi profcsi
dimana ia bernaung,
2. Saran

A. Settap perbuatan hukum berupa pemindahan ataupun pembebanan hak atas tanah
yang telah dilakukan, wajib dibuktikan dengan akta PPAT, sehinggs kekuatan
hukumnya menjadi kuat dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi setiap
orang khususnya mengenai tanah. Dengan adanya ketentuan vang mcwajibkan
harus dibuktikan dengan akta PPAT vang kini telah diatur dalam PP Nomor
24/1997, maka diharapkan proses pendaftaran tanah pun menjadi semakin kian
tertib.

B. Hendaknya masalah perlindungan hukum bagi PPA’T scgera diatur oleh instansi
yang berwcnang untuk itu agar menciptakan suatu kepastian hukum yang tegas
dan sebaiknya pula peraturan mengenai PPAT ini dibuat dalam bentuk Undang-
Undang yang didalamnya sekaligus mengatur masalah perlindungan hukum; pula
dimana tingkatannya pun lebih tinggi dari hanya sekedar dalam bentuk Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri,

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



1 k3 bl R
] P?:DLKJ—/- %-r’ausfakgan ‘WUniversitas Airlangga

- oA \'r“, wyoT bt 1;"“;-~E - PR bt r~

TESIS

TINJAUAN TENTANG PPAT KHUSUSNYA MENGENAI
TANGGUNG JAWAB PROFESI PPAT DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI

F-f.". ¥

1
-

OLEH :

NOVIA NUR RAHAYU N,, S.H.
NIM. 030310426 - N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

WMEYEid s J:,_;,..;,_ RS LECE
l CEURAMADBAYA

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TINJAUAN TENTANG PPAT KHUSUSNYA MENGENAI
TANGGUNG JAWAB PROFESI PPAT DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

OLEH :

NOVIA NUR RAHAYU N, S.H.
NIM. 030310426 - N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telab disetujui
Pada tanggal 3 Februari 2006

Oleh :

Dosen Pembimbing

Eman Ramelan, S.H., M.S.

NIP. 131 286 715

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

e

. Machsoen Ali, S.H., ML.S,
NIP. 130 355 366

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 20 Januari 2006

PANITIA PENGUJI TESIS :
Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum,

Anggota : 1. Eman Ramelan, S.H.,, M.S.

2. Urip Santose, S.H., M.H.

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga sclesai. Sholawat serta
salam semoga tfetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluerga serta
pengikutnya.

Tesis ini dapat tersusun atas kerjasama dan kerja keras penulis dan semua pihiak
yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tesis ini. Dengan tulus
hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S,, selaku Dekan Penanggungjawab Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

2. Bapak Eman Ramelan, S.H., M.S. sclaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan banyak waktu disela-sela kesibukan dan dengan tulus memberikan

pangarahan, pengertian, bimbingan serta bantuan kepada penulis.

L

Bapak Sumardjt, S.H., M.Hum,, selaku Ketua Tim Penguiji.

4. Bapak Urip Santoso, S.H., MLH.,, sclaku Anggota Tim Penguji.

5. Seluruh Staff Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangya
Surabaya, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama mengikuti
pendidikan Program Magister Kenotariatan.

6. Thunda tercinta yang penulis hormati dan sayangi atas dorongan, nasehat serta

bantuannya yang tak terkira ikut memberikan pemikiran dalam penyusunan tesis ini

dan atas doa-doanya yang tiada henti-hentinya.

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

7. Kakak, Abang dan Adikku tersayang atas bantuannya terhadap penulis dan atas doa-
doanya.

& Seluruh rekan-rckan angkatan 2003 Magister Kenolariatan Fakultas IIukum
Universitas Airlangga, khususnya rekan Yunartriyam dan Andi Febnana, atas
bantuan yang tak terkira dalam pembertan sumbangan data vang berkaitan dengan
tesis penulis.

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada yang dapat penulis bernkan, kecuali doa yang tulus dan semoga bantuan
vang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SW'T,
Amien.

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan tesis in
ada kcsalahan ataupun kekurangan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, Februari 2006

PENULIS

NOVIA NUR RAHAY U,N,,S.H.

it

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu M.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

KATA PENGANT AR L

Babh1

: Pendahuluan

—

o]

CPermasalahan ...
3. Twuan Penelitian ... ........... .. ... ..
4. Manfaat Penelitian ... ...
S KaptanPustaka ... ...
6. Metode Penelitian ... ... ...

7. Sistematika Penulisan ... ,.......

Bab 11 ; Keabsahan Jual Beli Tanah

1. Jual BelifTanah ™ p . = o0 oSSy . .
2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat ... ... ... ... ... .
3. Jual Beh Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional .. ... ... .. ...

4. Sahnya Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional ... ... ..

Bab Il : Tangguang Jawab Profesional PPAT Terhadap Pembuatan Akta

Jual Beli Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukumnya Antara
Ilmu Dan Peraturan Dengan Prakteknya Dalam Masyarakat

1. Art1 Tanggung Jawab Profesi ............ ... ... ... .. ... ...
2. Tanggung Jawab SecaraHukum ... .. . ... ...
3. Tanggung Jawab Secara Moral ... ..., ................. ...

4. Perlindungan Hukum Pejabat pcmbuat Akta Tanah ..................

LA

. Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Profesional PPAT

_Latar Belakanp Masalah .. . ..

111

N

29
33
37
39

Tcrhadap Pembuatan Akta Jual Beli Dikaitkan dengan Perlindungan

Hukumnya Antara llmu dan Peraturan dengan Prakteknya Dalam
Masyarakat ...

Bab IV : Penutup

L Kesimpulan ... ...

DAFTAR BACAAN

Tesis

i

Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ...

42

46
47

Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Untuk melaksanakan kegialan Pendattaran Tanah, perbuatan-perbuatan hukum
mengenal hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta tanah yang membuktikan
adanya pcrbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah
dengan hak tanggungan atau dengan suatu hak lainnya, yang berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tugas kewenangan
pembuatan akta dimaksud diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Ketentuan mengenai PPAT ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembunat Akta Tanah (untuk
sclanjuinya disingkat dengan “PP”) dan Peraturan Menten Negara Agrana/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 199¢ Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pcjabat Pembuat Akta
Tanah. D1 dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta tanah tertentu, dan selanjutnya di dalam pasal | angka 1 dari PP Nomor 37
Tahun 1998 juncto pasal 1 angka 1 PMNA/Ka-BPN No.4/1999 disebutkan bahwa PPAT
adalah pcjabat umum vyang diben kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenal perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun.
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PPAT yang bertugas pokok melaksanakan sebagian dart kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan oleh pemerintah ini diatur lebih lanjut dalam pasal 2 PP Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT mengenai tugas pokok dan kewenangan
yang dimilikinya. Dengan perkataan lain bahwa tugas PPAT 1 tidak lain dilakukan
dalam rangka melaksanakan kegiatan cator tertib pertanahan yaitu dalam rangka tertib
administrasi pertanahan secara terus menerus dan teratur, sehingga data-data mengenai
tanah dapat dengan mudah diketahui oleh setiap orang yang memerlukannya di kantor
perianahan.

Dahulu dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 tcntang Pcndaftaran Tanah tidak
menyebutkan tentang PPAT, tetapi hanya menyebutkan “pejabat” yang ditunjuk olch
Mentert Agraria, yang diatur dalam pasal 19 bahwa setiap perjanjian yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan
tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menten
Agrana (sclanjulnya dalam PP ini disebut “pejabat”). Dengan berlakunya PP 24/1997
diatur lebih jelas dan rinci mengenai keberadaan PPAT sebagai pejabat umum vang
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah beserta proses/cara-cara pendaftaran
itu sendiri. Dengan pengertian PPAT sebagai pejabat umum, maka disamping notaris,
terdapat PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang moembuat akta di bidang
pertanahan.

Menurut Martin Roestamy: Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi
dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk

membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Jika PPAT adalah
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pejabat umum, maka kewenangan yang diberikan digunakan untuk atau sebagai
“instrumen” hukum sebagat alat bukti.'

Dengan berlakunya Undang-undang No.4 Th 1996 Tentang Hak Tanggungan,
sebagaimana diatur dalam penjelasan umum angka 7 bahwa PPAT adalah pejubat umum
yang berwenanyg membuat akia pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka
pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukunnya
perbuatan hukum terlentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-
masing. Dalam kedudukan sebagai vang disebutkan diatas, maka akta-akia yung dibuut
oleh PPAT merupakan akia otentik.

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai
tanah tentunya harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di bidang pertanahan
agar akta-akia yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari
mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat digunakan sebgai alat
bukti.

Tclah discbutkan di dalam pasal 2 PP 37/1998 tentang perbuatan hukum tertentu
mengenat hak atas tanah atan hak milik atas saluan rumah susun yang aktanya dibuat vich
dan dihadapan PPAT, antara lain adalah akta jual beli tanah yang mcrupakan objck
transaksi yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat mengingat tanah merupakan
sumber kehidupan bagi setiap orang, tidak hanya untuk tempat tinggal melainkan juga
sebaga1 sarana investast atau bisnis yang harganya cenderung meningkat dari waktu ke
waktu karena tanah semakin banyak dibutuhkan orang dengan semakin sempitnya lahan

vang ada khususnya didaerah perkotaan, yang banyak digunakan untuk gedung-gedung

tinggi, pabrik, sarana pusat perbelanjaan dan sebagainya.

' Martin Roestamy, Liksistensi FEAT Dengan Berlakunya Undung-trdaryg Nomor 22 Tehun 1999 Tentamg
(Monomi Laerah, Liberty, Yogyekarta, 2001, h.5.
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Di dalam prakieknya, tidak sedikit PPAT yang mengalami masalah ataupun
hambatan dalam pembuatan akta tanah yang dibuatnya. Pada prinsipnya baik notaris
maupun PPAT ftidak boleh menolak untuk membuatkan akta bagi mcreka vang
memerlukan, sepanjang tidak ada alasan-alasan yang mendasar.

Di datam PP 37/1998 dan PMNA/Ka-BPN No.4 Tahun 1999, didalam
ketentuan pasalnya tidak ada mengatur mengenai perlindungan hukum bagi PPAT
terhadap akta yang dibuatnya khususnya akta jual beli tanah tadi, yang bukan mengenai
objeknya semata, tetapi juga mengenai kebenaran keterangan yang diberikan oleh para
penghadap/salah satu penghadap. Ketentuan pasal yanp ada, hanya mengatur mengenat
jabatan PPAT, hak dan kewajiban PPAT serta sanksi pidana yang ditenmanya ataupun
sanksi administratif lainnya jika seandainya ketentuan tersebut di langgar. Hal ini kiranya
perlu pembahasan lebih lanjut karena PPAT sehagi pejabat umum yang dituntut untuk
teliti dan hati-hati di dalam menjalankan tugasnya tidak luput dan kekurangan dan
kesalahan sebagai manusia.

Kiranya mengenal akta jual bell pun perlu penjabaran lebih lanjut mengenai
akia yang tidak dibuat di hadapan PPAT, sedangkan didalam masyarakal masih banyak
yang melakukan jual beh tanah dibawah tangan. Hal in1 sangat wajar karena hukum tanah
kita yang berdasarkan pada hukum adat, schingga akibat hukum dari pembuatan akia
vang dilakukan pun berbeda dengan akta yang seandainya dibuat dihadapan PPA’T. Akta

yang dibuat dihadapan PPAT dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa
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2, Permasalahan
Bertitik tolak pada hal tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai
berikut
|. Bagaimanakah jual beli tanah memiliki keabsahan 7, dan bagaimana pula jika jual
beli tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan akta PPAT ?
2. DBagaimanakah tanggung jawab professional PPAT terhadap pembuatan akta jual
beli dikaitkan dengan perlindungan hukumnya antara ilmu dan peraturan dengan

prakieknya dalam masvarakat ?

3, Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :
. Mengetahut keabsahan jual beli tanah serta tangpung jawab profest PPAT dalam
pembuatan akta jual beli

2. Mengetahui upaya dan perlindungan hukum bagi PPAT terhadap akta PPAT.

4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan secara teoritik dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan hukum dan sebagai bahan sajian di kalangan akademik dan
sekaligus dapat sebagai bahan pertimbangan bagi penclusuran masalah-masalah

hukum khususnya tentang masalah Jual Beli ‘Tanah.
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5. Kajian Pustaka

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457, yang dimaksud
dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli 11 menunjukkan bahwa dari satu pihak
perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli, jadi dalam
hal ini terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang bertimbal balik sesuai dengan
istilah Belanda yaitu “Koop cn verkoop”™ yang juga mengandung perngertian bahwa
pihak yang satu verkoopt (menjual) scdang yang lainnya koopt (membeli).

Dar1 ketentuan diatas, barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus
cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumiahnya pada saat akan
diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.

Dalam penjelasan umum angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah (UUHT) discbutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat
akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain, dalam rangka pembebanan hak atas tanah,
yang bentuk aktanya ditetapkan, scbagal bukli dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai tanah yang terletak dalam dacrah kerjanya masing-masing. Dalam Pasal |
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pcjabat Pembuat
Akta Tanah disebutkan dengan jelas bahwa PPAT adalah pejabat umum vang diberi
kcwenangan urntuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenal hak atas tanah atau [lak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sedangkan dalam

Pasal 1 angka 24 Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
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disebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta tanah-tanah tertentu.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah ditetapkan bahwa
para Pejabat Pembuat Akts Tanah yang melaksanakan tugas dan wewenangnya
berdasarkan PP Nomeor 10 Tahun 1961 pada tanggal 8 Oktober 1997 ditetapkan sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997

Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalu jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data
pendaltaran tanah, Maka wajib dibuat sedemikian rupa schingga dapat dijadikan dasar
yvang kuat untuk pcndaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh
karena 1tu PPA'l bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya

perbuatan hukum yang bersangkutan. Antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam

sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.’

? Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (F impunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah),
PT.Djambatan, Jakarta, 2002, h.522.

7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukarn undany-undunyg pokok agraria, ixi dan
pelaksanaarrya), jilid 1, PT. Djambatan, Yakarta, 2003. h.510
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Hal —hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan PPAT sebagai
pejabat umum diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembual Akta Tanah sebagai berikut :

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan
membuat akta scbagar bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

2. Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

a. Jual beli;

b. Tukar-menukar ;

¢. Hibah

d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng) ;

¢. Pembagian hak bersama ;

t.  Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik ;
g Pemberian Hak Tanggungan ;

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan

6. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang dipakai dalam penclitian im adalah stalute approach,
artinya permasalahan vang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, disoroti dan

dipecahkan/dicarikan  solusi  sesuai  peraturan-peraturan  hukum  yang
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berlaku/pendekatan terhadap aturan atau ketentuan yuridis, hal int mengingat
permasalahn yang diteliti adalah mengenai tanggung jawab profcsi PPAT dalam

pembuatan akta jual beli khususnya dalam bekerjanya hukum di masyarakat.

b. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penclitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengenai tanggung jawab
PPAL dalam pembuatan akta jual beli, khususnya berkaitan dengan
perlindungan hukumnya.

2. Bahan hukum sekunder, vailu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, berupa buku, majalah, jurnal, makalah
hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum maupun

non-hukum.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Pcenuhisan 1m memanfaatkan pendekatan disiplin lmu hukum yang dianalisis
secara normative kuantitatif dan kuvahtatif dengan melakukan identifikasi secara
mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan tersebut yang berhubungan langsung dengan tumusan masalah
penelitian, schingga dapat diketahui dengan jelas peraturan hukum yang mengatur
dan relevan dengan permasalahan, Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

uniuk menjawab.
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Bab ini menguraikan tentang pengertian jual belt tanah, jual beh tanah
menurut hukum adat, jual bcli tanah menurut hukum tanab nasional dan
sahnya perjanjian jual beli menurut hukum tanah nasional.

BAB I : Tanggung Jawab Profcsional PPAT terhadap Pembuatan Akta Jual Beli
Dikaitkan Dcngan Perlindungan Hukumnya Antara Tlmu Dan Peraturan
Dcngan Prakteknya Dalam Masyarakat.
Pada bab ini menguraikan tentang arti tanggung jawab profesi, tanggung
jawab secara hukum, tanggung jawab secara moral, perlindungan hukum
PPAT, dan analisis vuridis terhadap tanggung jawab professional PPAT
terhadap pembuatan akta jual beli dikaitkan dengan perlindungan hukumnya
antara 1lmu dan peraturan dengan prakteknya datam masyarakat.

BAB1IV . Penutup
Pada bab ini berisi ienlang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang
berkaitan dengan permasalahan vang diteliti.

Daftar Pustaka
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d. Analisis Bahan Hukum

Nalam melakukan analisa data, penulis menggunakan teknik analisa diskriptif
analisis, yaitu menurut Winamo Surachmat metode diskriptif anlitis adalah :
“memusatkan diri pada data yang bersifat actval, kcmudian data vang ada
tersebut, dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan diinterpretast serta kemudian
dianalisa™"

Dengan metode deskriptif analisis ini, penulis melakukan langkah-langkah berupa
mengumpulkan  data-data lapangan, disusun secara sistematis, kemudian
pengolahan data-data hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan dilakukan
dengan cara memadukan atau menarik hubungan/korelasi dengan apa yang
diperoleh dari studt kepustakaan, yang tujuannya adalah mendapatkan kesimpulan

jawaban permasalahan yang telah ditemukan,

7. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut

BABI : Pendahuluan
Dalam bab ni penulis menguraikan latar belakang dan rumusan
permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode
penelitian, scrta sistemalika penulisan.

BABTI :  Keabsahan Jual Beli Tanah

* Winamo Surachmat, Laper, Skripsi, {hesis dan Disertasi, Tersto, Jakarta, 1981, h 17
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BAB II

KEABSAHAN JUAL BELI TANAH
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BAB 11

KEABSAHAN JUAL BELI TANAH

1. Jual Bceli Tanah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agrana, sudah dikenal lembapa
hukum jual beli tanah. Ada yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
tertulis, dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis.
Dari1 pengertian Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 1lukum Perdata yang disebut dengan
jual beh tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang
disebut penjual, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah
yang bersangkutan terhadap pihak lain yang discbut pembeli, Scdang pihak pembeli
berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harpa yang tclah disetujui. Yang
dijualbelikan menurut ketentuan hukum barat ini apa yang discbut tanah-tanah hak barat,
vaitu tanah-tanah hak eigendom, erfpacht. opstal.”

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :
“Jual beli adaluh suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah diperjanjiakan *.°

Sedangkan dalam hukum tanah, kata “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai
suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria

sebpaimana dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara
sehagai vang dimaksud dulum Pasal 2 duemtukan adanya macam-macam hak aias

* Boedi harsono, Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan Undang-{ Indeny Pokok Agraria isi dan
peluksanaannya), jilid |, PT. Djambatan, Jakarta, 2003. h. 27.

® R.Subekti.,R Tiitrosudibio, Kitab Undang- Indang Hukum Perdata. Cet,28, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta. h.366.
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permukaan bumi, yang disebut tanah, vang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum”.

Dengan dilakukannya jual beli tanah tersebut belum terjads perubahan apapun
pada hak atas tanah yang bersangkutan, sekalipun pembeli telah membayar harga sccara
penuh dan tanah sccara fisik tclah discrahkan kcpadanya sehingga sckalipun mengenai
tanah, ketentuan hukum mengenai jual beli bukan mcrupakan ketentuan hukum tanah
melainkan ketentuan hukum perdata yaitu mengenai hukum perjanjian. Hal i tidak
berbeda dengan jual beli benda selain tanah, yang pada umumnya jual beli tersebut
dilakukan dihadapan notaris yang membuat aktanya.

Dalam hukum perjanjian berlaku juga suatu asas yang dinamakan asas
konsensualisme bahwa pada dasarnya suatu perjanjian atau suatu perikatan lahir sejak
lercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut, yang
didalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang [lukum Perdata disebutkan bahwa suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hak atas tanah baru berpindah kepada pembeli secara yuridis apabila telah
dilakukan levering (penyerahan nyata) dan penjual kepada pembeli untuk memcnuhi
kewajiban hukumnya sebgaimana diatur didalam Pasal 1459 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata bahwa “Hak milik atas barang vang dijual tidaklah berpindah kepada si
pembeli, selama penyerahannya belum dilakwkan menurut Pasal 612,613 dan 616
Menurut pasal-pasal terscbut penyerahan benda bergerak, tidak bergerak dan tidak

berwujud masing-masing dilakukan dengan penyerahan nyata/langsung, balik nama dan
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endosemen, Penyerahan yundis (Jundische levering) diatur didalam Pasal 616 dan 620.
Menurut kedua Pasal tersebut penyerahan yuridis itu dilakukan dihadapan notaris yang
membuat aktanya yang didalam bahasa Belanda, disebut dengan akia transport (transport
actc). Akta terscbut wajib didaftarkan kepada pejabat yang discbut penyimpan hypotek.
Pengan dilakukannya pendaftaran terschbut, maka tata cara penycrahan yuridis itu selesal
dan dengan pendattaran itu pula hak atas tanah yang bersangkutan berpindah dari penjual

kepada pembeli.

2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Pada umumnya hukum benda mencakup hukum yang mengatur hak kebendaan
(zekelijke rechten) dalam arti hak terikat benda (recht met zaakgevolg). Menurut hukum
adat , benda rtu dibedakan atas benda tetap yaitu tanah dan benda lepas atan benda-benda
bergerak (bukan tanah). Oleh karena hukum benda itu mencakup hukum yang mengatur
kebendaan, maka materi dari hukum benda tetap (hukum tanah) membicarakan mengenai
hak-hak atas benda tetap atau membicarakan mengenai hak-hak atas tanah. Berdasarkan
hak-hak atas tanah yang dipunyai oleh subjek hukum (pribadi kodrati maupun pribadi
hukum) maka akan terlihat bahwa setiap subjek hukum mempunyai kewenangan untuk
memindabkan hak-hak yang dipunyai itu kepada subjek hukum lainnya. Dengan
perkataan lain hukum tanah didalam hukum adat membicarakan mengenai hak-hak atas
tanah dan pemindahan hak atas tanah. QOleh sebab itu maka didalam masyarakat hukum
adat dikenal pula proses pemindahan hak atas lingkungan tanah. Pemindahan hak atas
tanah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindahan hak dan kewajiban

yang sifatnya tetap atau mungkin juga bersifat sementara. Pemindahan hak atas tanah
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disini mencakup transaksi atau jual beli tanah, pemberian tanah serta pewarisan tanah
yang diatur didalam hukum waris adat.

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak
atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti, bahwa perbuatan pemindahan
hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang
menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga
perbuatan itu diketahui oleh umum yang apabila hal tersebut tidak dilakukan maka
menurut Ter Haar bahwa perbuatan 1tu tidak menjadi bagian ketertiban hukum, tidak
berlaku terhadap pihak ketiga dan keluar si pembell tidak diakui sebagal pemegang hak
atas tanah, Mengenai ikul sertanya Kepala Adat atau Kepala Desa bukan merupakan
syarat untuk sahnya jual beli tanah, berdsarkan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 13
Desember 1958 Reg. No. 4 K/Rup/1958, yang isinya: “Dalam Hukum Adat, ikut scrianya
kepala desa atau kepala adat dalam jual beli bukan suatu syarat mutlak untuk sahnya jual
beli itu”.! Walau tidak ada kewajiban atau syarat sahnya jual beli tanah itu harus
dilakukan dihadapan kepala adat atau kepala desa. Karena dengan dilakukan dihadapan
kepala desa, maka akan lebth menguatkan kemungkinan jual beli tanah itu adalah sah.
Dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1958 Reg. 242 K/Sip/1958
vang isinya:” Jual Beli dengan itikad baik (dilakukan dengan bantuan kepala kampung
setempat) harus dianggap sah meskipun andaikata jual beli itu tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang ditetapkan olch hukum adat”.® Demgan tunai, dimaksudkan

bahwa perhuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara

7 R.Subekti dan J. Tamara, Kumpulan Putusan Mahkameh A gung Mengenai Hrukum Adat, cer 2, P1.
Gunung Agung, Jakarta, 1965 h. 163
¥ Thid. h. 166
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bersamaan. Oleh karepa itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar
secara kontan, atau baru dibayar sebagian. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya,
maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas
dasar hukum hutang piutang. Transaksi atau jual beli tanah dimaksudkan kedalam hukum
benda khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah, bukan kedalam hukum perikatan.
Hal tersebut discbabkan karena pertama-tama pual beli tanab tidak memimbulkan hak dan
kewajiban (hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah). Jika perbuatan tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban, maka pada tunai yang dianggap tunai dan tidak
dibayarkan sisa harganya, penjual dapat menuntut atas dasar perbuatan jual beli tanah.
Yang kedua adalah, bahwa pada jual beli tanah tidak terdapat perjanjian yang
mendahuluinya yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli tersebut. Yang
mungkin terjadi adalah perjanjtan jual beli, yang sama sekali tidak mewajibkan
terlaksananya jual beli terscbut, akan tetapt mungkin menimbulkan hak mungkir apabila
pihak-pihak tersebut mempergunakan hak mungkirnya maka akan timbul kewajiban pada
masing-masing pihak yang disertai akan haknya. Menurut Ter Haar isi dari jual beli tanah
menurut hukum adat terbagi atas 3 hal yaitu :

1. Pemindahan hak atas tanah dasar pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa
pemindah hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah
membayar sejumlah uang yang pernah diterimanya antara lain menggadai,
menjual gadai... adil sendc. .., ngajual akad atau gade.

2. Pemindahan hak atas tanah dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membek
kembali, jadi menjual lepas untuk sclamanya..., adol plas, runtemurun, pati

bogor..., menjual jaja.
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3. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian, bahwa
setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan
kembali (menjual tahunan. .., adol oyodan...).

Ada beberpa pengertian jual belh menurut hukum adat scbagi berikut :
1. Jual Tunai

Jual tunai atau discbut juga jual beli tunai adalah kesepakatan jual beli dengan

pembayaran tunai, dimana pihak vang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

barangnya dan pihak yang lain akan membayar harganya dengan tunavkontan, oleh
karena 1tu disebut pula jual kontan. Kebanyakan jual beli 1m terjadi pada barang
eceran atau barang ringan, sedangkan untuk barang berat atau barang tidak
bergerak/barang tetap dipakai istilah “jual lepas™.

2, Jual Hutang

Jual hutang atau jual belt barang dengan hutang, maksudnya adalah suatu persetujuan
dimana pihak penjual menyerahkan barangnya dan pihak pembeli tidak membayar
dengan pembayaran tunai, melainkan dengan hutang, artunya dengan pembayaran
yang ditangguhkan waktunya. Termasuk dalam jual hutang ini adalah apa yag disebut
jual cicilan, jual angsur atau jual beli dengan pembayaran angsuran, mingguan atau
bulanan, dan beli sewa atau sewa beli atau apa yang discbut beli ngutang (nge-bon)
vaitu mengambil barang lebih dulu dari penjual dibayar kemudian atau yang oleh
masyarakat pcdesaan disebut jual beli kredit dengan system ““bon”, denpan “nota”
atau catatan yang sederhana tanpa materai atas dasar saling percaya antara penjual
dengan pembeli.

3. Jual Sewa
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Disebut juga jual beli sewa (huurkoop) yaitu persetajuan antara dua pihak, dimana
satu pihak menyerahkan barangnya dan pihak lainnya berjanji akan membayar harga
barang tersebut secara angsuran hingga lunas, setiap bulan dalam waktu yang lama
(beberapa tahun) sesuai dengan persetujuan tertulis yang ditandatangam kedua pihak.
Selama barang lersebut belum dibayar lunas oleh pembeli, maka 1a dianggap hanya
sebagai penycwa atas barang tersebut. Apabila pembeli lalai membayar cicilannya
maka ia dapat ditegur oleh penjual, atau jika barangnya berupa alat transport, maka
barangnya dapat ditarik kembali oleh si penjual.

4. Jual Titip
Yaitu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak yang satu sebagai penitip/penjual
menyerahkan kepada pihak yang lain sebagai tertitip/pembeli atau sebagai pedagang
perantara barang-barang vang akan diperjualbelikan.

5. Jual Pilih
Discbut juga jual beli pilih, bukan berarti memilith barang menurut jenisnya,
melainkan memilib terus atau tidaknya perjanjian jual beli itu artinya membernkan
kesempatan memilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan
perjanjian jual beli itn, agar tidak timbul penyesalan dikemudian han diantara kedua
pihak. Jadi walaupun barang sudah diserahkan dan harga sudah dibayar, bila salah
satu pihak timbul penyesalan maka jual beli dapat dibatalkan apabila kedua belah

pihak masih berada di sckitar tempat terjadinya jual beli.”

® H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indenesia, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
h 104-111.
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3. Jual Beli Tanah Menurnt Hukum Tanah Nasional,

Hukum tanah di Indonesia semula berancka ragam, dengan berlakunya
bersamaan Hukum Tanah Adat, Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah dari berbagai
swapraja, yang masing-masing berlaku terhadap tanah-tanah tertentu.

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pada
tanggal 24 September 1960, keanckaragaman tersebut diakhiri dalam rangka diadakannya
apa yang waklu itu “Agrarian Reform™, yang antara lain meliputi bidang hukum tanah.
Dengan adanya UUPA dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya,
tersusun dan tersedia suatu perangkal peraturan-peraturan hukum dibidang pertanahan
hasil unifikasi yang merupakan Hukum Tanah Nasional tunggal untuk semua tanah
diseluruh wilayah Republik Tndonesia.

Hukum Tanah Nasional merupakan hukum tanah Indonesia yang tunggal,
tersusun berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengcnai hubungan hukum antara
masyarakal hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. Alam pcmikiran hukum adat
tersebut mengandung konsepsi hukum adat, mengenai pertanahan, yang tctap diangkat
menjadi konsepsi Hukum Tanah Nasional, yang dirumuskan sebagai komunalistik-
religius yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama karunia 1'uhan
Yang Maha Fsa oleh para warga negara secara individual dengan hak-hak atas tanah
yang besifar pribadi, sekaligus mengandung wunsur kebersamaan. Disebut hubungan
komunalisuk menunjukkan hakikat hubungan hukum Indonesia dengan semua tanah
diseluruh wilayah negara sebagai tanah bersama, sedangkan silat religius menunjukkan

keyakinan dan pengakuan bahwa tanah bersama tersebut adalah karunia Tuhan Yang
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Maha Gsa. Penguasaan tanah secara individual mengandung arti bahwa penguasaan tanah
yang bersangkutan dilakukan sccara perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang atau orang-orang lain, sebagai yang dinyatakan Pasal 4 ayat 1 UUPA
bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendini maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. <
Berdasarkan hal tersebut diatas, UUPA mengakhin kebhinekaan perangkat
hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang
tunggal yang didasarkan pada hukum adal. Bahwa Hukum Tanah Nasional disusun
berdasarkan hukum adat tcnlang tanah, dinyatakan dalam konsiderans/berpendapat
UUPA. Mengerai hukum adat dalam UUPA im dijumpat dalam:
a. Penjelasan ymum angka [i1 (1) UUPA bahwa “Dengan sendirinya hukum agraria
yang baru itu harus sesuar dengan kesadaran hukum dan pada rakyat banyak.
Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka
hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan
hukum adat itu, sebagal hukum yang asli, yang disempumnakan dan disesuaikan
dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modermn dan dalam
hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme

Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya

1" Boedi Harsono Merruju Pervempurnaan Hukum Tanahk Nasional (dalam Fubungarmva dengan Tag MPR
RIIXAPR2001) Cet 1, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, h.30-3].
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tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolomal yang kapitalisis
dan masyarakat swapraja yang feudal”.

b. Pasal 5 UUPA bahwa “ hukum agraria berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah hukum adat sepanjang tidak bertentanpan dengan kepentingan nasional dan
Negara, vang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia
serta dengan peraturan-pcraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini
{maksudnya:UUUPA) dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

c. Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 16 bahwa “hukum adat dijadikan dasar dan hukum
agraria yang baru.

d. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga Pasal 58 bahwa “ selama Undang-Undang
mengenai hak milik sebagi tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka
yang berlaku adalab ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-
peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah, yang dibenn wewenang
sebagaimana atau mirip denpan yang dimaksud dalam pasal 20 UUPA sepanjang
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan ini (maksudnya UUPA).
Pasal 58 tidak menyebut hukum adat secara langsung tctapi apa yang disebut
peraturan yang tidak tertutis mencakup juga hukum adat."’

Pembatasan-pembatasan bagl berlakunya hukum adat tersebut diatas tidak mengurangi
arti bahwa Hukum Tanah Nasional kita memakai hukum adat sebagai dasar dan sumber

utama pembangunan Hukum Tanah Nasional.

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesta (sejarah pembentukan Undang-indang Pokok Agraria, isi
dem pelaksemaannya), jilid 1, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, h 177-178
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Dari uraian terscbut diatas dapat kita simpulkan bahwa Hukum Tanah Nasional
kita berdasarkan pada hukum adat yang secara tidak langsung mengatur ketentuan-
ketentuan mengenai hak atas tanah dan perbuatan pemindahan hak atas tanah. Perbuatan
yang dimaksud termasuk didalamnya jual beli yang merupakan perbuatan hukum
pemindahan hak atas tanah yang disesuaikan dengan jiwa yang terdapat didalam UUPA,
sekalipun Hukum Tanah Nasional kita menggunakan konsepsi, asas, iembaga-lembaga
hukum dan system hukum adat.

Didalam Pasal 19 UUPA diatur ketentuan mengenai pendaftaran tanah vang
ketentuan pelaksanaannya diatur didalam PP nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah yang dan Pasal 37-nya menyebutkan bahwa: (1) Peralihan hak atas tanah dan hak
milik atus satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lairmya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yany berwenunyg menurut kelentuan perafuran perundang-undangan yang berlaku.
(2). Dalam keadaaan tertentu sebugaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor
Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hok atas bidang tanch hak milik, vang
dilakukan di antara perorangan warganegara Indonesia yang dibuktikan dengan akiu
vang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut
kadar  kebenarannya  dianggap cukup untuk  mendafiar pemindohan  hak  yang
hersangkutan.

Dari Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT yang daerah kerjanya meliputi
desa letak tanah hak yang bersangkutan dan dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang Jual Beli ini dapatl disecrtai
dengan bangunan vang diatas tanah hak yang bersangkutan, asalkan memenuhi
pcrsyaratan :

a. Bangunan milik pemegang hak atas tanah;

b. Bangunan mcrupakan bangunan permanen.
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¢. Harus disebut secara tegas dalam akta jual beli.

Didalam Pasal 45 PP nomor 24/1997 tentang Pandaftaran Tanah ditentukan
bahwa Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak melakukan pendafiaran pemindahan
dan pembebanan hak yang dimaksud didalam pasal-pasal tersebut (Pasal 37-40 jo Pasal
43-44, yang mengatur mengenai pembuatan akta pemindahan hak dan pembebanan hak),
antara lain jika perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dibuktikan dengan akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Dengan dibuatkannya akta Pejabat Pcmbuat Akta Tanah mengandung arti
bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan, olch karena akta
Pcjabat Pembuat Akta Tanah merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai
mstrumen alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya bagi para
pihak melainkan juga bagi pthak ketiga bilamana timbul permasalahan dikemudian hari.
Dengan dibuatkannya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai akta jual beli tersebut
secara cksplisit Jjuga membuktikan bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang hak
yang baru, dan untuk memperoleh pembuktian yang lebih luas khususnya bagi pihak
ketiga maka pembuktian adanya pemindahan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor
pertanahan Kabupaten/Kotamadya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat yang
bersangkutan sehingga diperoleh bukti yang kuat. Adapun pendaftaran tersebut
merupakan kegiatan pemeliharaan data dalam proses pendaftaran tanah agar data-data
mengenal tanah sesuai dengan keadaan yang sekarang,

Ketentuan diatas akan berlainan akibat hukumnya apabila perbuatan hukum jual
beli yang telah dilakukan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

schapai pcjabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sepanjang mengenai

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 24

hak-hak atas lanah dan Flak Mihk Atas Satuan Rumah Susun, sebagaimana diatur
didalam PP Nomor 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Ketentuan
tersebut mengandung artt bahwa apabila jual beli tersebut dibuat secara tertulis
secbagaimana halnya berdasarkan hukum adat yang dilakukan dihadapan lurah/kepala
desa sebagail penguasa adat, maka surat jual beh terscbut hanya berlaku sebagai akia
dibawah tangan yang memiliki kekuatan mengikat hanya bagi kcdua belah pihak yang
berkepentingan saja artinya, surat tersebut tidak memiliki ekuatan mengikat kepada pihak
ketiga karena kekuatan pembuktian dan surat tersebut tidak sekuat seperti halnya akla
otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah {tidak memiliki kckuatan
mengikal keluar)

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita simpuikan bahwa setiap perbuatan hukum
yang berkaitan dengan 1anah dengan berlakunya PP nomor 24/1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, mengenat aktanya harus dilakukan dibadapan Pejabat Pembuat Akia Tanah
sehingga memiliki kekuatan mengikat baik keluar maupun ke dalam (bagi kedua belah

pthak dan pihak ketiga yang berkepentingan)

4, Sahnya Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Didalam Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut jo Pasal 19 PP
Nomor 10/1961 Tentang Pendaftaran Tanah (sekarang PP Nomor 24/1997) diatur tentang
Jjual beh tanah serta keharusannya untuk membuat akta jual beli tanah tersebut dihadapan
pejabat, yang sekarang disebut dengan Pegjabal Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
ditunjuk oleh Menteri Negara Agraria/Ka-BPN. Ketentuan yang tercantum didalam Pasal

tersebut diatas merupakan ketentuan yang memaksa, karena pada jual beli dan transaksi-
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transaksi lainnya yang disebut didalam Pasal 26 itu dikaitkan tugas pengawasan daripada
transaksi-transaksi tersebut oleh pemcrintah termasuk perlindungan terhadap golongan
gkonomi temah.

Seperti yang telah kita ketahui dengan berlakunya (Indang-Undang Pokok
Agrania sebagai Hukum l'anah Nasional yang mengatur adanya kegiatan pendaftaran
tanah dan PP Nomor 24/1997 sebagai peraturan pelaksanaannya mengharuskan diadalam
ketentuannya bahwa untuk setiap perbuatan pemindahan dan pembebanan hak harus
dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta
Tanah) yang dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
Bilamana kita perhatikan jual beli menurut Undang-Udnang Pokok Agraria dengan jual
beli menurut hukum adat sebelum Undang-Undang Pokok Agrara berlaku, maka dan
saal terjadinya persetujuan jual beli sampai kepada di pembeli menjadi pemilik “penuh”
adalah berbeda sckali. Caranya beserta [ormalitas-lormalitas lainnya adalah lebih minp
kepada jual bel tanah eigendom dahulu daripada jual beli tanah dengan hak milik
Indonesia, dimana

a. Sistem panjer tidak dikenal lagi;

b. Pejabat hukum adat (kepala persekutuan/desa) diganti dengan pejabat yang
ditunjuk menter1, bahkan yang ditunjuk justru adalah para PPAT yang tugasnya
adalah mecmbuat akta-akta dilapangan hukum perdata, disamping para camat
dimana tidak terdapat PPA'T dan Notaris.

¢. Bentuk persetujuan jual belinya sudah ditentukan oleh pemerintah yang boleh
disebut “standaard contract”.

d. Sanksi terhadap pelanggaran ini ditetapkan dengan tegas (pidana).
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e. Adanya keharusan untuk mendaftar tanah vang telah dibchnya 1.
f. Adanya keharusan mempunyai sertifikat tanah dari kantor pendaftaran tanah guna
kepentingan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Dalam menghadapi tuntutan jaman yang semakin modern, memang tidak cukup
kita hanya memakai system hukum yang kontan sepert dalam hukum adat sebelum
berlakunva Undang-Undang Pokok Agraria, secbab dalam hukum adat yang kontan itu
tidak mungkin terdapat lembaga kredit yang sifatnya abstrak yang akan bertentangan
dengan sifat kontan daripada hukum adat, sedangkan bila diperhatikan, perdagangan
dunia termasuk perdagangan besar didalam negen Indonesia sendiri, hampir tidak dapat
dibayangkan adanya perdagangan besar itu tanpa adanya lembaga kredit. Akhirnya
penunjukkan para notans sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah dimana notaris sebagai
pejabat umum akta di lapangan hukum privat menunjukkan kepada suatu pilihan hukum
yang ditcntukan oleh pemenntah yailu svaiu pemilihan kepada hukum yang sifatnya
konsensuil.

Suvatu pemindahan hak (jual beli tanah) vang tidak dilakukan dihadapan PPAT
adalah sah menurut hukum adat dan hak miliknya berpindah dari si pcnjual kepada si
pembeli, asal jual beli itu memenuhi syarat metenil (batk mengenai penjnal, pembeli
ataupun tanahnya). Ilal in1 disebabkan karena sifat kontan dalam jual beli tanah menurut
hukum adat yang memang antara persetujuan dan penyerahan dari benda yang dibelinya
Jatuh pada saat yang bersamaan. Sekalipun jual beli tersebut sah menurut hukum, akan
tetapt si pembeht akan mendapatkan kesulitan untuk membuktikan hak miliknya untuk
pembuktian tersebut, karena ia harus memiliki bukti dari pemerintah untuk pemindahan

haknya yang tidak dapat 1a peroleh tanpa ia mcmiliki akta PPAT. Kepala Kantor
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Pendaftaran Tanah pun akan menolak utnuk mencatat peralihan hak miliknya itu
Berdasarkan hal itu, dengan akta jual beli yang dibuat dihdapan PPAT bertujuan untuk
memberikan kepasiian hukum kcpada pembeli tanah dan kesederhanaan dalam hukum
pertanahan, 12

Berdasarkan uralan diatas, dapat kita simpulkan bahwa sekalipun UUPA
scbapai Hukum YTanah Nasional kita berdasarkan kepada hukum adat, akan tetapi didalam
ketentuannya tidak semua peraturan tersebut didasarkan pada hukum adat. [lukum adat
adalah sebagai hukum pelengkap terhadap peraturan-peraturan vang belum atau tidak
diatur didalam UUPA. Jual beli menurut UUPA berdasarkan kepada hukum adat vang
sifatnya konkrit, kontan dan terang, akan tetapl mengenal syarat sahnya perjanjian jual
beli tersebut tidak mengacu kepada ketentuan hukum adat karena svarat-syarat mengenal
syarat sahnya perjanjian jual beli didatam hukum adat hanya berlaku dalam kcadaan atau
situast tertentu dari suatu golongan masyarakat hukum adat dan tidak dapat dijadikan
sebagal patokan untuk pemberlakuan sahnva perjanjian secara menyeluruh. Dengan
perkataan lain, sekalipun sifat perjanjian jual beli vang diatur didalam hukum adat
bersifat konkrit, kontan dan terang, akan tetapi mengenai syarat sahnya perjanjian jual
bel 1tu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum yang
berlaku yang mengatur mengenai hukum perjanjian di lapangan hukum perdata.

Hal ini mengingat karena akta PPAT sebagai akta otentik yang dapat dijadikan
sebagai instrumen alat bukti harus memiliki ist disamping bentuk, yang benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan sehingga didalam akta PPAT yang didalam komparisinya

12 §alek Adiwinata, Pengertiare Hukwee Adat Menwrwt Undang-Undang Pokok Agraria. Cet.2, Bandung:
Alamni. h 21-30,
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sebagai bagian didalam PPAT yang mengatur identitas para pihak harus sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh syarat subyektif mengenai cakap
dan dewasa mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bilamana salah satu
pihak temyata belum dewasa, maka yang bersangkutan harus diwakili oleh orang tua atau
walinya. Ketentuan ini jelas mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
khususnya mengenai hukum orang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita katakan bahwa jual beli menurut Hukum
Tanah Nasional kita berdasarkan pada hukum adat akan tetapi mengenai syarat sahnya

perjanjian jual beli mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997.
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BAB III

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL
PPAT TERHADAP PEMBUATAN
AKTA JUAL BELI DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA ANTARA ILMU DAN
PERATURAN DENGAN
PRAKTEKNYA DALAM
MASAYRAKAT
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BAB I
TANGGUNG JAWAB PROFESTONAL PPAT TERHADAP
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA ANTARA ILMU DAN
PERATURAN DENGAN PRAKTEKNYA

DALAM MASYARAKAT.

1. Arti Tanggung Jawab Profesi

Profesi merupakan pekerjaan yang termasuk dalam arti khusus yaitu pekerjaan
tetap dibidang tertentu. Dalam memberikan pelayanannya, professional itu bertanggung
jawab kepada dint sendin dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri,
artinya la bekerja karena integritas moral, (nlelektual, dun professional sebagal bagian
dari  kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, scorang professional selalu
mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya,
bukan sekedar karena hobi belaka.

Unsur dari profesionalisme antara lain :
a. suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
b. untuk 1tu perlu mendapatkan latihan khusus;
c. memperolch penghasilan daripadanya.”

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan

pelayanan sebatk mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara

** Liliana Tedjosaputro, Lfika Profesi Notaris, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995 h. 32

29
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pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasil layanan yang bermutu,
vang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata
bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.
Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat
pelayanan itu. Kelalaian dalam menjalankan profesi menimbulkan dampak vyang
membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.
Profesi merupakan pekenjaan dalam arti khusus, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Mecliputi bidang tertentu saja (spesialisasi).
2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus.
3. Bersifat tetap atau terus mencrus.
4. Tebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
5. DBertanggung jawab terhadap diri sendint dan masyarakat.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi.”
Menurut Brandeis yang dikutip oleh A Pattern Jr. untuk dapat discbut scbagai
profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa
1. ciri-cirt pengetahuan (intellectual character)
2. diabdikan untuk kepentingan oranyg lain
3. keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial
4. didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi

tersebut antara lain menentukan berbagai kctentuan yang merupakan kode etik,

" Abdulkadrr Muhammad, Lzika Profesi Hukum. Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. h.59-60
> Liliana Tedjosapuiro, Frika Profesi Notaris, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta 1995 h 33
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serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang
bersangkutan.
5. ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.'®
Franz Magis Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat yang
mendasari kepribadian professional hukum, kelima kriteria tersebut yaitu :
a. Kejujuran yang merupakan dasar utama. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran
yaitu
1. Sikap terbuka. Imi berkenaan dengan pelayvanan klien, kerelaan melayani
secara bayaran atau secara CUma-cuma,
2. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan vang tidak berlebihan, tidak
otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memcras.
b. Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya,
kepribadian yang sebenamya. Otentiknya pribadi professional hukum antara lain :
{. Tidak menyalahgunakan wewenang;
2. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan
tercela);
3. Mendahulukan kepentingan klien;
4. Berant berinisiatif’ dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-
mata menunggu perintah atasan;
5. Tidak mengisolasi dir1 dari pergauian sosial.

c. Bertanggung Jawab, artinya

' Liliana Tedjosaputro, Ltika Frofesi dan Profesi Hukum, Aneka llmu, Semarang, 2003, h.37
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1. Kesediaan melakukan dengan scbaik mungkin tugas apa saja yang
termasuk lingkup profesinya;

2. Bertindak secara profcssional, tanpa membedakan perkara bayaran dan
perkara cuma-cuma (prodeo).

3. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kewajibannya.

d. Kcmandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti
pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan
mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh
pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan unitung rugl,
menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

e. Keberaman moral yaitu kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan
kesediaan untuk menanggung nsiko konthik, Keberanian tersebut antara lain :

1. mcnolak scgala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli,
2. mcnolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu

lintas jalan

Lad

menolak segala bentuk cara penyelesaian melalu jalan belakang yang
tidak sah.”’

Dari uraian tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa suatu profesi apapun
terkait dengan etika atau moral yang melandasi perbuatan atau tingkah lakunya sehari-
hart dalam menjalankan ugas profesinya. Berdasarkan bal tersebut dapat kita sebutkan

bahwa scorang PPAT merupakan seseorang yang menjalankan tugas jabatannya dalam

7 Ibid h.62-64
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bidang tertentu yang memibiki keahlian khusus dalam hal pembuatan akta yang
kewenangannya diberikan olch pemerintah berdasarkan peraturan atas dasar kepercayaan
yang tugasnya adalah mengutamakan melayani kepentingan masyarakat vang
membutuhkan jasanya daripada kepentingan dirinya sendiri.

seorang PPAT dalam hal ini memiliki tanggung jawab sebagai bentuk
pertanggungjawaban profesinya yang terbagi atas dua hal yaitu tanggung jawab secara
hukum dan tanggung jawab secara moral (terkait dengan etika dalam tingkah laku sehari-

hari).

2. Tanggung Jawab Secara Hukum

Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum, dapat dikatakan
merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang PPAT dalam
melayani klien yang meminta jasa pelayanannya untuk pembuatan akta terkait dengan
kewajiban PPAT vyang bersangkutan dalam hal menerima pembuatan akta yaitu
kewajiban sebelum dan sesudah membuat akia.

Mengenai kewajiban PPAT 1ni dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pecmbuat Akta Tanah, Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/1999 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, PMNA Ka-BPN nomor 3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
Nomor 24/1997 Tentang Pendattaran Tanah dan PP Nomor 24/1997 Tentang Pendaftaran

Tanah 1tu sendiri, sebagai berikut
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Dalam hal kewajiban PPAL sebelum membuat akia antara lain ;

a. Pasal 97 ayat 1 dan 2 PMNA/Ka-BPN Nomor 3/1997:

1. Sebelum melaksanakan pecmbuatan akta mengenai pemindahan alau pembebanan
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wapnb terlebih
dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenal kescsuaian
sertifikat hak atas tanah atauy Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun vang
bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat
dengan memperlihatkan sertifikat asli.

2. Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemenksaan dilakukan
untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk
pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak
induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estat,
kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan
sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan
menganggap perlu sertifikat ulang,

b. Pasal 100 ayat | PMNA/Ka-BPN Nomor 3/1997 -

PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis bahwa hak atas

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakan dari orang

atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dengan disertai
dokumen laporan kepada pihak yang berwajib, surat gugatan ke pengadilan, atau

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24/1997, surat keberatan
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kepada pemegang hak serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa

tersebut. '

Dalam hal kewajiban PPAT mengenai pelaksanaan pembuatan akta (proses
pembuatannya) diatur didalam Pasal 101-nya sebagai berikut :

1. Pcmbuatan akta PPAT harus dihadin oleh para pihak yang melakukan perbuatan
hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat
kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembuatan akta PPA'L harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi
syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi
kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan
dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah
cilaksanakarmya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan,

3. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur
pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kewajiban PPA1 sesudah membual akia antara lain :

1. Selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-

dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar.

' Boedi Harsona, Hukum Agraria Indonesic (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah), Cet 15, PT.
Djambatan, Jakarta, 2002 h 627
¥ Ibid, h.628
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2. PPAT wapb menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada para pihak yang
bersangkutan (Pasal 40 PP Nomor 24/1997),

Dalam Pasal 103 ayat 5 PMNA/Ka-BPN Nomor 3/1997;

PPAT yang bersangkutan memberitahukan kepada penerima hak mengenai telah
diserahkannya permohonan pendaftaran peralihan hak bescrta akta PPAT dan berkasnya
tersebut kepada kantor pertanahan dengan menyerahkan tanda terima scbagai dimaksud
pada ayat 4.

Dalam Pasal 26 PP Nomor 37/1998 :

1. PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang dibuatnya.

2. Buku daflar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diisi setiap hari kerja
PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang diparaf olch
PPAT yang bersangkutan.

3. PPAT wajib mengirimkan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang
diambil dati buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada
Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10
bulan berikutnya.

Mengenai laporan bulanan ini, juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Th 1973 Tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak Atas Tanah yaitu tercantum
dalam point 5 yang mewajibkan kepada setiap PPAT untuk secara berkala sctiap bulan
menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pelaksanaan pembuatan akta

pemindahan hak atas tanah kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/K otamadya
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(sekarang kantor pertanahan) setempat menurut ketentuan yang berlaku, unfuk
sclanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan
seterusnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 0

Dalam Pasal 24 ayat 1 PMNA/Ka-BPN Nomor 4/1999 :

Y PPAT wajib memyampaikan laporan bulanan mengenai semua akia yang dibuatnya
selambai-lambatnya  setiap tanggal 10 bulan bertkutnya kapada Kepala Kantor
Fertanahan, dan Kepala Kantor Wilavah.”

Ketentuan diatas mengatur mengenai tanggung jawab PPAT secara hukum yaitu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk
tanggung jawab profesinya berkenaan dengan tangpungp jawabnya scbagai PPAT.

Sedangkan tugas pokok dan kewenangan PPAT yang terdapat dalam PP No.37
Tahun 1998 Pasal 2 menycbutkan: (1). PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran fanah dengan membuat akta sebagai bukti teluh dilakukonnyu
perhuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Saruan Rumah
Susun, yang akun dijadikan dasar bugi pendafiaran perubahan data pendaftaran tunuh
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum it (2). Perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud padu ayat (1) adalah sebagai berikui: a. jual beli; b. tukar menukar; c. hibah;
d.pemasukan ke dalam perusahaan (inhreng); e. pembagian hak bersama; | pemberian
Hak Guna Bangunan’Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

3. Tanggung Jawab Secara Moral

Ketentuan ini berkaitan dengan etika/tingkah laku PPAT baik didalam ataupun

diluar jabatannya. Mengenai etika ini diatur oleh suatu organisasi profesi yang berkaitan

dengan profesi 1tu sendiri yang disebut Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ([PPAT).

Organisasi tersebut mengatur ketentuan mengenai kode etik bagi PPAT sebagai peraturan

*® Satyan Affendi, Hukum A graria o Indonexia (kumpmdan lengkap undang-undang dan peraturan-
peraturany. Jilid 5, 1.2018.
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pelaksana ataupun sebagai pemjelasan tambahan terhadap ketentuan-ketenmtuan yang
diatur secara hukum sebagaimana terdapat dalam PP No.37/1998 dan PMNA/Ka-BPN
No0.4/1999.

Berdasarkan hasil kongres T TPPAT vyang dilaksanakan di bandung tahun 1997,
disebutkan didalam pasal 1-nya bahwa Kode Etik Profesi adalah aruran-anuran yang
merupakan panduan yang harus ditaati, yang mengatur tingkah laku, lahiriah, maupun
stkap batiniah, baik dalam rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku
sehari-hari*!

Ketentuan Kode Etik Profesi PPAT imi secara garis besar mengatur mengenai
kewajtban ataupun larangan serla sanksi vang dapal diberikan kepada PPAT apabila
ketentuan tersebut dilangpar oleh yang bersangkutan. Didalam Pasal 7-nya disebutkan
mengenal sanksi yang dapat diberikan kepada scorang PPAT apabila kode etik vang telah
ditetapkan dilanggar yaitu antara lain dikenakan teguran, peringatan, pemberhentian
sementara dari keanggotaan TPPAT dan pemecatan dan keanggotaan IPPAT.

Sekalipun ketentuan tersebut berlaku untuk setiap anggota TPPAT, tetapi tidak
terkecuali bagl setiap orang yang menjalankan fugas jabatannya sebagai PPAT mengingat
kode elik adalah suatu ketentuan yang wajib ditaati dan dilaksanakannya begi
pengembannya.

Berdasarkan hasil kongrecs II IPPAT yang dilaksanakan di Denpasar-Bali
tanggal 7-8 September 2000 telah mengesahkan perubahan anggaran dasar TPPAT vang

didalam salah satu ketentuannya menyebutkan kode etik diatur secara lersendini dan

2! katan Pejabat Pembuat Akta Tanah {IPPAT). Kode Etik Profesi Pejubat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Ditetapkan di Bandung dalam Kongres I IPPAT.
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disahkan oieh kongres untuk memclihara mariabat PPAT. Sedangkan didalam Pasal 20-
nya disebutkan bahwa untuk menjaga tcrlaksananya Kode Etik PPAT diadakan Dewan
Kehormatan yang disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kchormatan Daerah,*

Dewan Kehormatan 1ni seperti halnya pada notaris berfungsi untuk mengawasi
dan berwenang untuk mengadili setiap anggota yang terbukti nyala melakukan
pelanggaran Kode FEtik vang telah ditetapkan oleh IPPAT scbagai suatu organisasi
profesi.

Selain kapasitas PPAT sebagai pejabat umum, yang bersangkutan adalah
manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi dan harus
dipcrtanggungjawabkan secara pribadi pula. Terhadap unsur kesalahan ini harus
dibedakan antara kcsalahan yang sifatnya pribadi dan kesalahan dalam menjalankan
tugas.

Terhadap kesalahan yang sifatnya pnbadi dapat diminta dan dituntut
pertanggungjawabannya sehingga dalam hal yang demikian berlaku mekanisme
perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Sedangkan
terhadap kesalahan yang herkaitan dengan tugas jabatan hendaknya otensitas aktanya
tetap dijamin, namun perlindungan hukumnya berbeda dengan anggota masyarakat biasa,
yang scbaiknya terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terlebih dahulu diperiksa dan

ditentukan oleh organisasi profcsi mengenai jenis dan bentuk pelanggaran tersebut.

4. Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah.

* Tkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Anggarun Dasar Perkumpulan Tkatan Pejabar Pembuat
Akta Tanah Kongres ke 11 IPPAT di Denpasar-Bali, tanggal 7-8 September 2000,

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 40

PPAT scbagai pcjabat umum yvang berwenang untuk membuat akta otentik
sehagaimana disebut didalam penjelasan umum angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan perlu kiranya diberikan suatu perlindungan hukum
sebagai landasan yang kuat bagi PPA'l itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya.
Seperti haknya peristiwa jual beli, peralthan hak perlu didaftarkan agar memperolch
sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tanpa akta PPAT jual beli tidak dapat
didaftar karena akta PPAT merupakan syarat mutlak untuk pendaftaran peralihan
tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jelas kiranya akta PPAT merupakan suatu alat bukti
yang kuat dan unsur yang penting terhadap masalah pembuktian. Mengenai akta PPAT
scbagal akta otentik perlu kiranya memberikan keseimbangan perlindungan kepada
PPAT itu sendiri sebagai pcjabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Adanya
kewenangan yang diberikan olch Undang-Undang dan kepercayaan (trust) dari
masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan [ungsi PPAT dalam lalu
lintas hukum . Seperti halnya notaris, sebagai konsckucnsi logis maka seiring dengan
adanya kepercayaan itu harusiah dijamin adanya pengawasan agar tugas PPAT selalu
sesual dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat tcrhindar
dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. Oleh karena tugas
pokok penpawasan adalah agar segala hak dan kewenangan ataupun kewajiban yang

diberikan dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan
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saja jalur hukum tetapi juga sesuai dengan dasar moral dan etika profesi demi
terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 3

Didalam ketentuan mengenai seorang notaries yang dipanggil sebagai saksi baik
oieh kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan negeri, yang bersangkutan harus hadir. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bila tidak memenuhi
panggilan dengan sengaja diancam hukuman kurungan sembilan bulan untuk perkara
pidana dan enam bulan untuk perkara lain. i

Tentang kedudukan dan keberadaan pejabat umum baik notaris maupun PPAT
bukanlah secmata-mata untuk kepenlingan dirt pribadi s1 pejabat itu, akan tetapi diangkat
oleh penguasa untuk melayani kepentingan masyarakat atau orang-orang vyang
memerlukan jasanya.”’

Melihat peranan PPAT yang begitu penting, kiranya perlu diatur Icbhih lanjut
mengenai masalah perlindungan hukum agar didalam melaksanakan tugas jabatannya,
PPAT senantiasa merasa tenang dan tidak khawatir apabila secara langsung ataupun tidak
langsung merupakan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Didalam PP Nomor 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT dan PMNA/Ka-
BPN Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37/1998, sebagai
peraturan dasar bagi PPAT didalam ketentuannya tidak mengatur mengenai masalah
perlindungan hukum, sedangkan hal ini sangatlah diperlukan. Oleh karena masalah

perlindungan hukum tidak diatur didalam ketentuan yang diatur sccara hukum sedangkan

2 pE. Lotulung. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Seleku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasmya.
iHi{:tdalkan di Bandung, tanggal 23 Januari 2003

Winamto Wiryomartan, Pengarun Perkembangan Teknologi Informasi Terhudap Pembuatan Akia
Otentik. Januari 2003,
% Tkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Paradigma Hukum Agraria Yang Merupakan Bagian dan
Berada Dalam Satn Sistemr Hukum. Jakarta, Tanggal 1 Maret 2003,
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didalam praktek hal im sangat dibutuhkan maka perlu dilakukan pendekatan secara
yuridis berupa penclitian lapangan terhadap sejumlah praktisi mengenai masalah
perlindungan hukum tersebut dalam kaitannya antara ilmu dan perauran dnegan

prakteknya didalam masyarakat.

5. Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Profcsional PPAT Tecrhadap
Pcmbuatan Akta Jual Beli Dikaitkan dengan Perlindungan Hukumnya Antara
Nmu dan Peraturan dengan Prakteknya Dalam Masyarakat.

Berkenaan dengan tanggung jawab profesi dan perlindungan hukum PPAT
didalam prakteknya khususnya mengenal pembuatan akta sangatlah erat hubungannya.
PPAT didalam menjalankan {ugas jabatannya selain berfanggung jawab secara hukum
dan moral juga terkait dengan sumpah jabatan yang telah dilakukan scbelum memalankan
tugasnya. Antara hukum dan moral merupakan duva sisi mata vang yang sama, yang
keduanya harus dijalankan secara beriringan dalam din PPAT yang bersangkutan.
Didalam kenyataannya menjalankan tugas sebagai PPAT tidaklah mudah, karena PPAT
tersebut harus siap setiap dan memiliki kemampuan serta kemapanan/kecukupan ilmu
dalam melayani kebutuhan masyarakat, artinya dalam hal ini ilmu yang dimilikinya
secara nyala diprakiekkan dalam masyarakat sebagai bentuk
keahlian/keprotesionalannya. Dengan keahliannya tersebut, maka PPAT tentunya harus
pula memihiki kesiapan secara lahir dan batin terhadap sepala resiko yang mungkin dapal
terjadi.

Seorang PPAT yang professional artinya sanggup untuk bertanggungjawab atas

perbuatannya, misalnya dalam membuat akta. Pada prinsipnya PPA'l berwenang untuk
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menolak ataupun menerima akta, tetapi penolakan tersebut tidak begitu saja diterapkan
melainkan harus dilihat dari kondisinya, sebagai contoh mengenai persyaratan
pemeriksaan data-data secara lengkap. Jika seorang klien/penghadap memberikan data
vang tidak/kurang lengkap, maka kepada yang hersangkutan diberikan kesempatan untuk
melengkapi data tadi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab profesinya. Jika kila
ditinjau dalam praktek tadi, bahwa segala sesuatu yang diatur oleh hukum mengenai
PPAT, sclain dimengerti juga harus direalisasikan secara hati-hati dan teliti dilapangan
karena berkaitan dengan kewajiban PPAT. Tanggung jawab secara hukum disini, isinya
jelas dan sifatnya memaksa, artinya jika dilanggar peraturan tadi maka sanksinya telah
dimuat secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana misalnya berupa ganti rugi atau hukuman denda atau bahkan
Kurungan.

Dengan kemajuan jaman dan ilmu yang dari han ke han semakin berkembang
tentunya tidak mungkin untuk selalu diharapkan bahwa antara ilmu dan peraturan dengan
praktcknya didalam masyarakat selalu sejalan beriringan, saat ini didalam prakieknya,
tidak lagi dituniut semata-mata secara hukum saja, tetapi lebih mengutamakan
tanggungjawab secara moral. Jika moral PPAT baik dimata masyarakat sudah tentu
didalam menjalankan tanggung jawabnya secta hukum baik pula, tetapi apabila secara
moral yang bersangkutan dinilai buruk, maka otomatis tanggung jawabnya secara hukum
pun buruk. Bahwa batasan tanggung jawab/kewajiban hukum PPAT sesuai dengan
ketenluan yang berlaku atau hukum yang mengaturnya khususnya dibidang pertanahan
dan kemudian didalam prakteknya harus dijalankan secara nyata mengenai apa yang

diatur tadi, seperti hak dan kewajiban PPAT yang oleh hukum tentunya diberikan secara
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timbal balik. Secara singkat, dapat kita simpulkan bahwa batasan tanggung jawab hukum
seorang PPAT tidak lain adalah dapat menjalankan tugas jabatannya secara baik dan
benar sebagi bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya dalam
melayam kcbutuhan masyarakat yang membutubkan jasanya,

Karena begitu besarnya peranan dan  tanggung jawab PPAT  dalam
melaksanakan tugas jabatannya, maka sudah scwajarnya diberikan pula perlindungan
hukum terhadap PPAT. Perlindungan hukum ini diberikan tentu saja untuk melindungi
atau sebagat suatu upaya pembelaan bagi PPAT tersebut terhadap setiap kemungkinan
yang terjadi.

Sebagai contoh berkenaan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda ataupun
pemalsuan 1dentitas yang diberikan oleh seseorang/beberapa penghadap berkenaan
dengan pembuatan akta yang marak terjadi ditengah masyarakat. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan lerhadap sejumlah praktisi, pada umumnya para praktisi
tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadinya pemalsuan identitas ataupun pemberian
keterangan yang tidak benar, pada dirni mercka ada suatu keyakinan dan kepercayaan diri
yang hesar bahwa mereka telah melaksanakan tupas jabatannya secara hati-hati dan
seteliti mungkin. Akta yang dibuat oleh PPAT didasarkan pada keicrangan vang
diberikan oleh penghadap sebagai akta partij (akta para pihak), schingga apa yang
termuat dalam akta adalah seperti yang diberikan/dijeiaskan oleh penghadap.

Hal im dapat dilihat dalam komparisi akta yang memuat keterangan penghadap
yaitu “menurut keterangannya.....” , serta adanya jaminan dari penghadap tadi bahwa
apa yang disebut/dijelaskan didalam akta adalah benar sesuai dengan keterangan yang

mereka berikan. PPAT dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pembuatan
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akta, hanya berdasarkan pada bukii materil yang diberikan kepadanya, sehingga apabila
terjadi ketidakbenaran identitas ataupun keterangan vang diberikan, terhadap pemalsuan
identitas seperti nama, status dan sebagainya yang termuat dalam KTP, hal itu bukanlah
kewenangan dart PPAT untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan lebih lanjut atas
kebenaran identitas tersebut, melainkan merupakan tanggungjawab polist atau lebih
tepatnya lurah scbagal aparat pemerintah scbagal instansi yang berwenang untuk
membuyat dan mengesahkan pemberlakuan KTP,

Sckalipun demmkian, memang pada dasarnya PPAT selalu diminta sebagat saksi
di pengadilan yang semata-mata didasarkan pada kcnyataan bahwa akta terscbut adalah
dibuat olehnya yang digunakan sebagai alat bukti otentik. Hal ini berkenaan dengan
adanya gugatan yang diberikan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pembuatan
akta yang dimaksud.

Dalam hal terjadi hal yang demikian, maka PPAT yang bersangkutan dapat
mengadu atau meminta bantuan kepada ITkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
scbagal suatu organisasi profesi dengan cara meneliti setiap langkah/tindakan yang telah
dilakukan olch PPAT tersebut karena pada dasarnya PPAT tidak pemah bermaksud untuk
menipu ataupun memalsukan identitas sehingga ak(a tersebut menjadi tidak benar. Dapat
pula IPPAT sebagai suatu orgamisasi profcsi memberikan advice/masehat berupa
penjelasan hukum berkenaan dengan tindakan PPA'| tadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada intinya tugas
seorang PPAT tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, karena terkait dengan
tanggung jawabnya yang melekat pada PPAT yang bersangkutan baik secara hukum

maupun sccara moral. Tanggung jawab ini harus diemban oleh PPAT setiap saat

Tesis Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai ... Novia Nur Rahayu N.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 46

schingga kesiapan batin tadi ikut pula tertanam didalam diri PPAT yang bersangkutan.
Tanpa adanya kesiapan batin dan kepercayaan diri yang tinggi, maka tidak akan mudah
bagi PPAT tadi untuk melaksanakan tugasnya.

Kiranya dalam hal adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang PPAT,
hendaknya dibedakan secara teliti sebelum dijatuhkan bersalah begitu saja. Pada dasarmya
PPAT adalah seorang manusia yang tidak luput dan kekurangan ataupun kesalahan. Kita
dapat bedakan kesalahan yang disengaja dengan kesalahan yang tidak disengaja, maka
dalam diri PPAT pun terdapat hal yang demikian.

Kesalahan ini tergantung dari hasil tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan
oleh PPAT. Sebagai contoh dalam hal terjadi keterangan penghadap yang tidak benar,
maka kita idak dapat telaah bahwa adanya kesalahan tersebut bukanlah dilakukan secara
scngaja dengan begitu saja oleh PPAT, Lain halnya jika kesalahan tersebut dilakukan
secara sengaja oleh PPAT tadi, misalnya ikut serta dalam pemalsuan atau penipuan objek
tanah yang dimuat dalam akta dengan memberikan keterangan yang berbeda mengenai
lokasi tanah ataupun nama pemiliknya dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini
IPPAT sebagai suatu organisasi profesi yang menaungi setiap anggotanya yang
menjalankan tugasnya sebagai PPAT dapat memeriksa dan memutuskan sanksi yang
pantas diberikan kepada PPAT yang bersangkutan, terlebih lagi terthadap PPAT tersebut
dapat digugat dipengadilan karena nyata-nyata terbukti telah melakukan tindak pidana
yang menyebabkan kerupian pada orang lain yang beritikad batk.

Mengenalr TPPAT ini, lain halnya dengan notarics yang telah memiliki
organisasi profesi sebagai satu-satunya badan hukum yang diakui dan telah disahkan oleh

pemerintah yaitu Tkatan Notaris Indonesia (INI}), maka dalam organisasi profesi PPAT
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BAB 1V

PENLUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bah-bab sebelumnya, maka
dapal ditank suatu kesimpulan sebagai berikut :
A. Bahwa akia PPAT merupakan suatu akta otentik, dimana ciri
keotentikannya scsual dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata serta secara tegas telah disebutkan dalam penjclasan umum angka
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tlentang Hak Tanggungan
sebagai akta yang otentik. Dengan ditetapkannya akta PPAT sebagai akta
otentik, maka memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat tidak hanya nagi kedua helah
pthak yang terikal dalam perjanjian tetapl juga mengikat bagi pihak ketiga.
Dalam hal suatu akta tidak dibuat dihadapan PPAT, maka akta tersebut
hanya sebagat surat yang tertulis bagi kedua belah pihak saja, tanpa
kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga mengenai perbuatan hukum yang
telah dilakukan serta tidak dapat dilakukan pendaftaran ke Kantor
Pertanahan untuk dicatatkan didalam sertifikatnya tanpa disertai dengan
akla PPAT,
B. Bahwa batasan langgung jawab hukum PPAT dalam menjalankan

tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang
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berlaku  dimana kctentvan  terscbut  harus  dircalisasikan  dalam
pelaksanakannya secara hati-hati dan teliti dengan tidak mengabaikan
sumpah jabatan yang telah dilakukan serta kaidah moral yang tidak dapat
begtu saja diabaikan. Seorang PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya
harus disertai dengan tanggung jawab dan kepercayaan diri yang penuh,
sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan henar serta siap
untuk bertanggungjawab jika terjadi kesalahan baik yang disengaja
maupun yang tidak disenga)a dalam setiap tindakannya.

C. Bahwa dalam hal terjadinya pemalsuan tdentilas dan kelerangan yang
tidak benar vang telah diberikan olch penghadap schubungan dengan
pembuatan akta, maka PPAT yang bersangkutan dapat melakukan
pembelaan meskipun didalam ketentvan hukum tentang PPA'l' belum
diatur mengenai hal iersebut; dengan adanya jaminan kebenaran yang
diberikan oleh penghadap yang dimuat didalam akta tersebut sebagai akta
parti] (akla para pihak) vang sesuai dengan kehendak/keterangan vang
telah diberikan dimana PPAT bukanlah pihak vang berwenang untuk
melakukan penyidikan atas kcbenaran dan kcashian dari 1dentitas
penghadap, melainkan bertindak berdasarkan bukti materiil yang tclah
lengkap vang diberikan kepadanya. Apabila PPAT dituntut oleh pihak
ketiga yang merasa dirugikan ataupun diminta sebagai saksi dipengadilan
maka hal tersebul hanya scbatas dmintakan keterangan sehubungan akta

yang dibuatnya; disamping itu PPAT pun dapat meminta perlindungan
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hukum/upaya pembelaan kepada IPPAT sebagai sualu orgamsasi profesi
dimana 12 bernaung.
2. Saran

A. Setiap perbuatan hukum berupa pemindahan ataupun pembebanan hak atas tanah
yang telah dilakukan, wajb dibuktikan dengan akta PPAT, sehingga kekuatan
hukumnya menjadi kuat dan dapat menciptakan kcpastian hukum bagi setiap
orang khususnya mengena: fanah. Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan
harus dibuktikan dengan akta PPAT vang kini telah diatur dalam PP Nomor
24/1997, maka diharapkan proses pendaftaran tanah pun menjadi semakin kian
tertib.

B. Hendaknya masalah perlindungan hukum bagi PPAT segera diatur oleh instansi
vang berwenang untuk itu agar menciptakan svaiu kepastian hukum yang tegas
dan sebalknya pula pcraturan mengenai PPAT 1 dibuat dalam bentuk Undang-
Undang yang didalamnya sckaligus mengatur masalah perlindungan hukum; pula
dimana tingkatannya pun lebth tinggi dari hanya sekedar dalam bentuk Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri.
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